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Abstrak :  Barang publik merupakan barang yang tidak dapat dibatasi penggunaannya dan dapat diperoleh tanpa biaya. Dalam konteks Islam, masyarakat berhak mengetahui informasi dan merasakan manfaat dari barang yang disediakan pemerintah, seperti pertahanan umum, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur untuk menganalisis kontribusi barang publik terhadap kesejahteraan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dasar, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan aspek keamanan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan sosial. Pendidikan dasar dianggap sebagai barang publik karena memenuhi kriteria non-rival consumption dan non-exclusion. Layanan kesehatan, sebagai barang publik, harus mudah diakses tanpa biaya. Infrastruktur yang memadai mempercepat pembangunan ekonomi, sementara keamanan yang baik meningkatkan kenyamanan dan kepuasan masyarakat.
Kata Kunci: Public Goods  1; Sosial Walfare 2;  Kesejahteraan 3

Abstract: restricted in their use and can be obtained at no cost. In the Islamic context, society has the right to access information and benefit from goods provided by the government, such as public defense, education, health, infrastructure, and security. This study employs a qualitative method through literature review to analyze the contribution of public goods to social welfare. The findings indicate that primary education, health services, infrastructure development, and security aspects have a significant impact on social welfare. Primary education is considered a public good as it meets the criteria of non-rival consumption and non-exclusion. Health services, as public goods, should be easily accessible at no cost. Adequate infrastructure accelerates economic development, while good security enhances community comfort and satisfaction.
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PENDAHULUAN 
Barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Barang publik adalah barang yang apabial dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. (Rohima, 2020, hlm. 33–34)  Dalam konteks Islam, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai informasi. (Rosmanidar, 2020, hlm. 252)
Seluruh warga negara akan merasakan manfaat atas berbagai barang yang dibeli oleh pemerintah. Contohnya, penyediaan pertahanan umum. Seluruh masyarakat mendapatkan manfaat dari hal itu, apakah mereka membayar pajak atau tidak. Pemerintah menetapkan sesuatu seperti undang-undang hak milik dan hukum kontrak yang menciptakan lingkungan hukum dimana transaksi ekonomi terjadi. Keuntungan yang timbul dari lingkungan ini dinikmati oleh seluruh masyarakat. (Rohima, 2020, hlm. 33–34)
Aktivitas pemerintah dapat mempunyai eksternalitas yang penting. Seluruh warga negara akan merasakan manfaat atas berbagai barang yang dibeli oleh pemerintah. Contohnya, penyediaan pertahanan umum. Seluruh masyarakat mendapatkan manfaat dari hal itu, apakah mereka membayar pajak atau tidak. Pemerintah menetapkan sesuatu seperti undang-undang hak milik dan hukum kontrak yang menciptakan lingkungan hukum dimana transaksi ekonomi terjadi. Keuntungan yang timbul dari lingkungan ini dinikmati oleh seluruh masyarakat. Pemerintah menyediakan banyak barang publik kepada masyarakat. Sekilas, pemerintah tidak jauh berbeda dengan organisasi lain seperti serikat pekerja, asosiasi profesional, atau bahkan perkumpulan seperti klub mahasiswa. Mereka memberikan manfaat dan menciptakan kewajiban bagi para anggotanya. Namun lebih dari itu, organisasi pemerintah berbeda, terutama karena mereka dapat mencapai skala ekonomis dan karena pemerintah mempunyai kemampuan untuk membiayai aktivitas mereka melalui pendapatan pajak.  (Idris, 2018, hlm. 13–14)
KAJIAN TEORI 
Terdapat beberapa teori yang menjelaskan hubungan antara barang publik dan kesejahteraan sosial. Teori pertama adalah teori utilitarianisme. Teori ini menyatakan bahwa utilitarianisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis tau etika dalam Islam disebut Ahlak (Moshinsky yang menempatkan tindakan tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna yang bermanfaat (berfaedah) dan menguntungkan sedangkan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian. (Muharir & Haryono, 2023, hlm. 110)
Teori Pigou berpendapat bahwa barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat dimana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal akan pajak yang dipungut untuk membiayai program pemerintah (menyediakan barang publik). Misalnya vaksin COVID-19 sebagai barang publik akan terus berkembang sesuai waktu dikarenakan untuk saat ini kebutuhan masyarakat akan produksi vaksin tersebut sangatlah tinggi. Menurut Robert. H. Brook dalam Dadan Darmawan dan Rismawati, kesehatan adalah sebuah sumber daya yang dimiliki semua manusia dan bukan merupakan suatu tujuan hidup yang perlu dicapai. Kesehatan tidak terfokus kepada fisik yang bugar tetapi meliputi jiwa yang sehat di mana individu dapat bersikap toleran dan dapat menerima perbedaan. Teori klasik H. L. Bloom menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut, yaitu: 
a. gaya hidup (life style); 
b. lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya); 
c. pelayanan kesehatan; 
d. faktor genetik (keturunan). (Ahsan, 2022, hlm. 604)
 METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Dalam studi literatur/studi kepustakaan juga dikaji hal-hal yang bersifat empiris dan bersumber dari temuan-temuan penelitian terdahulu yang dilakukan  serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian.  (Sundari, t.t., hlm. 74–75)
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Barang publik belum tentu dikatakan publik, karena untuk mendapatkannya harus perlu usaha dan mengeluarkan sesuatu, semestinya barang publik dapat dinikmati masyarakat tanpa persaingan . Menurut Grace dalam sejauh pendidikan menyediakan kondisi dasar untuk memungkinkan demokrasi, ia memiliki klaim langsung atas status menjadi barang publik. Barang publik pada hakikatnya adalah layanan publik yang diinginkan, yang meningkatkan kualitas hidup semua warga negara, dan yang memfasilitasi perolehan kompetensi moral, intelektual, kreatif, ekonomi dan politik oleh warga tersebut, terlepas dari kemampuan warga tersebut untuk membayar layanan tersebut. (syukron & Zahruddin, 2022, hlm. 847)  
Barang publik yang disediakan pemerintah ada 2 :
a. Barang Publik Murni 
Barang publik murni telah menjadi subjek dari sebagian besar analisis ekonomi barang publik. Dalam beberapa hal, barang publikmurni adalah abstraksi yang diadopsi untuk memberikan kasus benchmark terhadap yang lain, yang dapat dinilai. Sebuah barang  publik murni memiliki dua sifat berikut: - Non-dikecualikan. Jika  kepentingan publik diberikan, konsumen tidak dapat dikecualikan dari konsumsi  Non-persaingan. Konsumsi barang publik oleh salah satu konsumen tidak mengurangi jumlah yang tersedia untuk dikonsumsi oleh negara lainnya Sebaliknya, barang swasta sifatnya dikecualikan dan perlu adanya persaingan di dalamnya, yang artinya jika dikonsumsi oleh satu orang maka tidak ada yang tersisa untuk yang lain. Meskipun barang swasta tidak dibuat eksplisit, sifat-sifat suatu barang swasta secara tidak langsung telah berlaku implisit dalam bagaimana kita telah menganalisis perilaku pasar dalam bab-bab sebelumnya.
b. Barang Publik Tidak Murni 
Barang tidak murni menempati daerah yang luas antara barang publik murni dan barang swasta murni. Dalam praktik, barang publik akhirnya cenderung menderita kemacetan ketika penggunaan cukup besar. Contoh jelas termasuk taman dan jalan. Kemacetan menghasilkan pengurangan dalam pengembalian barang publik kepada setiap pengguna sebagai akibat meningkatnya penggunaan pasokan yang diiringi oleh peningkatan rumah tangga. Barang publik tersebut disebut barang publik tidak murni. Utilitas yang diperoleh setiap rumah tangga dari barang publik murni adalah fungsi naik dari tingkat pasokan dan fungsi penurunan dari segi penggunaannya. (Rohima, 2020, hlm. 35–36)
Hasil penelitian menunjukkan bahwa barang publik memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial melalui berbagai aspek.


a. Pertama: Aspek Pendidikan
Barang publik (public goods) adalah suatu jenis barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi tak ada di seorang pun yang bersedia untuk menghasilkannya. Ada dua sifat pokok dari barang ini, yaitu non rival consumption dan Non exclusion. Berdasarkan definisi dan sifat-sifat dari barang publik tersebut, agar pendidikan dapat digolongkan sebagai barang publik, maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Pendidikan harus merupakan barang/jasa konsumsi.
2. Pendidikan dibutuhkan semua orang
3. Pihak swasta tidak bersedia untuk menghasilkannya.
4. Pendidikan, konsumsinya mempunyai sifat non rival consumption dan non exclusion. 
Sesuai dengan kriteria tersebut, maka pendidikan dasar atau wajib belajar terdiri dari SD dan SLTP dapat digolongkan sebagai barang publik. Ada beberapa teori yang mendasari tentang barang publik. Teori-teori tersebut dikemukakan oleh Boen, Eric Lindahl, dan Samuelson. Ketiga teori tersebut, pada prinsipnya membahas tentang bagaimana pengadaaan dan pembebanan biayanya. Pengadaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, seperti sebuah SLTP, sebuah SMU, dan sebagainya. 
Di Indonesia telah terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar sebagai pelaksanaan UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat (4):  (syukron & Zahruddin, 2022, hlm. 846)
1. Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
3. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
4. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.


Kedua :Aspek Kesehatan
Secara konstitusional, kesehatan adalah hak dari setiap individu/manusia yang menjadi kewajiban dari pemerintah/pemimpin untuk dapat memenuhinya. (Ahsan, 2022, hlm. 604)
Vaksin sebagai barang publik  tentu seharusnya bisa diakses dengan mudah oleh semua pihak hal ini sebagai bentuk peran pemerintah terhadap penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Perluasan target Vaksinasi Gotong Royong diharapkan dapat meningkatkan persentase masyarakat Indonesia untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Akan tetapi  prinsip berbayar pada Vaksinasi Gotong Royong tentu tidak dibenarkan, sebab ini menyalahi komitmen Presiden Joko Widodo sendiri yang menyatakan vaksin diberikan secara gratis pada konferensi pers 12 Desember 2020.  (Ahsan, 2022, hlm. 603)
Vaksinasi merupakan salah satu bentuk pelayanan publik dalam hal ini vaksin sendiri berkategori barang publik yang seharusnya pembiayaan dibebankan pada sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara(APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Bahwa disebutkan pula dalam penjelasannya bahwa aspek kesehatan dalam hal ini sebagai contoh obat untuk flu burung masuk dalam kategori pembiayaan oleh APBN dan/atau APBD. (Ahsan, 2022, hlm. 604)
Ketiga: Aspek Infrastruktur
Pembangunan suatu Infrastruktur adalah suatu yang sangat penting dan berarti untuk mempersingkat proses pembangunan nasional ataupun regional. Infrastruktur memegang kendali yang sangat vital sebagai roda pacu penggerak pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu wilayah tidak bisa dibedakan dari ketersediaan infrastruktur contohnya transportasi, telekomunikasi dan sanitasi. Inilah yang menjadi penyebab pembangunan infrastruktur menjadi asas dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Terdapat penambahan infrastruktur dan perbaikan oleh pemerintah akan diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian. 
Pembangunan Infrastruktur suatu daerah bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan publik baik itu dari perekonomian ataupun sosial. Pembangunan Infrastruktur akan mencukupi dari segi kebutuhan hidup primer dan sekunder. Pembangunan Infrastruktur merupakan aktivitas yang menjadi prioritas yang harus dipersiapkan dan direncanakan di suatu wilayah atau perkotaan. Pembangunan Infrastruktur membutuhkan pendekatan yang intens dan tepat dalam hal perencanaan, monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di suatu wilayah agar berdampak kepada publik. Pembangunan Infrastruktur harus menjadi dampak langsung yang bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh semua lapisan publik.  (Cornelius & Primandhana, 2022, hlm. 339)
Pembangunan infrastruktur yang mendukung reformasi struktural dan transformasi ekonomi, termasuk transformasi digital, sangat penting dalam mendorong perekonomian, terutama kegiatan perdagangan, pendidikan, dan kesehatan. (Orinaldi, 2021, hlm. 396)
Kinerja lingkungan dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Hal ini didasarkan bahwa dengan adanya perhatian pihak perusahaan dalam menciptakan produk yang ramah lingkungan atau menjalankan kegiatan operasional yang tidak merusak lingkungan. (Khairiyani dkk., 2019, hlm. 47)
Menurut pasal 4 peraturan pemerintah No.105 tahun 2000 terkait pengurusan tanggung jawab keuangan daerah, disebutkan dimana pengelolaannya perlu dilaksanakan dengan tertib, sesuai dengan ketentuan regulasi, tepat guna, transparan, serta efektif dan akuntabel melalui atensi terkait asas ketaatan serta keadilan. Pemerintah daerah mengurus keuangan pada APBD.  (jumiati dkk., 2022, hlm. 2)
Sebagai contoh Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) merupakan simbol negara, sekaligus sebagai marwah, harga diri dan martabat negara dan bangsa. (Hafiz & Kurniawan, 2020, hlm. 57)
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, penyediaan infrastruktur bagi masyarakat meliputi infrastruktur ekonomi dan sosial. Ini meliputi infrastruktur transportasi, jalan, sumber daya air dan irigasi, air minum, sistem pengelolaan air limbah setempat, sistem pengelolaan persampahan, telekomunikasi dan informatika, konservasi energi, fasilitas perkotaan, fasilitas pendidikan, fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian, fasilitas kesehatan, kawasan, pariwisata, lembaga permasyarakatan, dan perumahan rakyat.  (Abdullah, 2020, hlm. 108)
Keempat : Aspek Keamanan
Aspek keamanan meliputi fitur-fitur seperti sistem keamanan dalam kendaraan, penerangan yang memadai di area publik, pengamanan terhadap kehilangan barang bawaan, dan tindakan pencegahan kejahatan. Pengguna yang merasa aman dan terlindungi cenderung merasa lebih nyaman dan puas saat menggunakan sarana transportasi.  (Siregar, 2023, hlm. 10)
KESIMPULAN 
Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa barang publik berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Pendidikan dasar, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan aspek keamanan memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. 
Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan bernegara. Dalam mewujudkannya diperlukan mekanisme tertentu yang tercermin dalam kebijakan publik yang dibuat. Berbagai hal terkait permasalahan yang timbul dalam mewujudkan kesejahteraan melalui kebijakan publik menjadi tantangan tersendiri. Strategi yang tepat dalam menyediakan kebijakan publik yang mendukung kesejahteraan rakyat dalam mengatasi masalah-masalah sosial sangat penting untuk 
dikaji lebih lanjut.Teori Negara Kesejahteraan (welfare state) pernah diperkenalkan oleh Spicker (Suharto,2005) yang mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduknya, sebaik dan sedapat mungkin. Negara kesejahteraan berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga negara secara adil dan berkelanjutan. Artinya, bahwa negara kesejahteraan adalah adanya suatu negara, bahwa pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab untuk menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.
Pendidikan dasar memenuhi kriteria sebagai barang publik karena sifat non-rival consumption dan non-exclusion. Layanan kesehatan sebagai barang publik harus tersedia tanpa biaya untuk menjamin akses yang merata. Infrastruktur yang baik mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keamanan yang memadai juga menambah kenyamanan dan kepuasan masyarakat dalam menggunakan layanan publik. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam menyediakan barang publik untuk mencapai kesejahteraan sosial yang merata.
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Abstrak
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Barang publik merupakan barang yang tidak dapat dibatasi penggunaannya 


dan dapat diperoleh tanpa biaya. Dalam konteks Islam, masyarakat 


berhak mengetahui 


informasi dan merasakan manfaat dari barang yang disediakan pemerintah, seperti 


pertahanan umum, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Penelitian ini 


menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur untuk menganalisis k


ontribusi 


barang publik terhadap kesejahteraan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 


pendidikan dasar, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan aspek 


keamanan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan sosial. Pendidikan 


dasar diangg


ap sebagai barang publik karena memenuhi kriteria non


-


rival 


consumption dan non
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exclusion. Layanan kesehatan, sebagai barang publik, harus 


mudah diakses tanpa biaya. Infrastruktur yang memadai mempercepat pembangunan 


ekonomi, sementara keamanan yang baik m


eningkatkan kenyamanan dan kepuasan 


masyarakat.
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Abstract
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restricted in their use and can be obtained at no cost. In the Islamic context, 


society has the right to access 


information and benefit from goods provided by the 


government, such as public defense, education, health, infrastructure, and security. This 


study employs a qualitative method through literature review to analyze the 


contribution of public goods to social 


welfare. The findings indicate that primary 


education, health services, infrastructure development, and security aspects have a 


significant impact on social welfare. Primary education is considered a public good as 


it meets the criteria of non


-


rival consum


ption and non


-


exclusion. Health services, as 


public goods, should be easily accessible at no cost. Adequate infrastructure accelerates 


economic development, while good security enhances community comfort and 


satisfaction.
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